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KATA PENGANTAR

Dr. Indra Pahlevi
Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Kami memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul 
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis? yang 
disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat 
Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan 
dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam 
buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam 
upaya memperbaiki, mengembangkan, menguatkan dan meredesain 
kebijakan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia.  Pendekatan 
analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan 
yang telah dilakukan namun juga berdasarkan review berbagai kajian 
terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya. 

Struktur buku terdiri atas 7 (tujuh) bagian buku yang memiliki 
keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai 
kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dan pemberdayaan 
masyarakat nelayan di Indonesia dalam berbagai perspektif. Bagian 
pertama dan bagian terakhir tulisan merupakan prolog dan epilog 
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku ini dan disusun 
oleh Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU selaku editor 
buku ini. 
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Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis 
yang terdiri dari Achmad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, Nidya 
Waras Sayekti,  Lisnawati dan Masyithah Aulia Adhiem. yang 
telah menghadirkan beragam pemikiran mengenai Pembangunan 
Ekonomi Kelautan Indonesia. Buku ini mengawali pembahasannya 
dengan memaparkan secara jelas mengenai ekonomi kelautan dan 
masyarakat nelayan nasional. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai 
bagaimana permasalahan, perkembangan dan upaya meredesain 
pembangunan ekonomi kelautan Indonesia. Bagian penting lainnya 
adalah optimalisasi dan penguatan ekonomi kelautan Indonesia 
melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, upaya mengatasi illegal, 
unrelated, dan unregulated fishing. Pada bagian akhir ditutup dengan 
pembahasan mengenai Ekonomi Biru sebagai alternatif kebijakan 
pengembangan ekonomi kelautan di Indonesia.
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terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU  
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I. Pendahuluan

 Pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2019-2024 
masih akan tetap “dihantui’ oleh pertumbuhan ekonomi yang 
melambat seperti periode 2014-2019.  Penyebabnya selain karena 
ketidakpastian, risiko, dan dinamika perekonomian global yang 
semakin sarat dengan persaingan dan perubahan teknologi yang 
mengikuti kecepatan pertumbuhan deret ukur maupun “ego-centris’ 
berbagai negara untuk memikirkan kepentingannya sendiri melalui 
berbagai kebijakan proteksi, juga salah satunya karena paradigma 
berpikir yang umumnya digunakan dalam penetapan kebijakan 
ekonomi nasional belum berubah (business as usual). 

Kebijakan yang seharusnya menekankan prinsip-prinsip ilmu 
ekonomi yang mengedepankan pada pencapaian kemajuan ekonomi 
dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas 
(limited resources) untuk mencapai kebutuhan yang tidak terbatas 
(unlimited wants and needs) belum dioptimalkan (Acemoglu et.al., 
2015). Hal ini dapat diperhatikan dari masih banyaknya rumusan 
kebijakan yang hanya didasarkan pada pikiran dan konsep pemecahan 
atau pengobatan (cure) dan melupakan pikiran dan konsep pencegahan 
(prevention). Lebih parah lagi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang 
dirumuskan tersebut juga kering tanpa diikuti kata-kata kunci seperti 
integrasi, sinergi, koordinasi, multidisiplin, interdisiplin, empirik dan 
seterusnya.

 Mengutip pentingnya penetapan kebijakan yang harus 
didasarkan pada kata kunci empirik ini The Committee for the 
Prize in Economics Sciences  in Memory of Afred Nobel (2019) dalam 
penganugerahan Economics Noble kepada Abhijit Banerjee, Esther 
Duflo dan Michael Kremer menyatakan sebagai berikut.

“A well articulated theory may be crucial to discovering possible 
mechanism behind poverty and to guiding the search for effective ways 
to combat it. But it is not sufficient to guide policy. While theory can 
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pinpoint certain incentives, it does not tell us how powerful these are 
in practice”

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan juga tak luput 
dari berbagai kelemahan yang diungkapkan di atas. Berbagai indikator 
dari belum optimalnya output, impact, and performance dari penetapan 
kebijakan kelautan dan perikanan selama ini dapat diperhatikan dari 
masih banyak dan belum terurainya persoalan yang menyangkut 
seperti underfishing, over fishing, kemiskinan dan pengangguran 
nelayan, infrastruktur, gizi, teknologi dan seterusnya. Sebagian dari 
kita pasti akan bereaksi untuk mengatakan bahwa catatan belum 
optimalnya output, impact, and performance dari kebijakan-kebijakan 
yang ada tersebut lebih disebabkan persoalan waktu, kompleksitas 
dan tidak sederhananya masalah kelautan dan perikanan sehingga 
perlu jangka waktu panjang dalam memecahkannya. 

Argumen pembelaan terhadap catatan belum optimalnya 
kebijakan kelautan dan perikanan selama ini yang dikaitkan dengan 
waktu di atas tentu sah-sah saja. Namun pembelaan tersebut tidak 
boleh mengunci dan apalagi mengatakan kebijakan-kebijakan yang 
telah dirumuskan dan dilakukan tersebut merupakan harga mati 
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga tetap harus dilakukan 
bagi keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan nasional ke 
depan. Keterbukaan untuk memahami bahwa today’s problems cannot 
be solved by yesterday’s solutions semestinya merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dalam penetapan kebijakan kelautan dan 
perikanan kini dan ke depan. Mengapa demikian?

II.  Mengapa Update Kebijakan Kelautan dan 
Perikanan Mutlak Perlu? 

Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa Indonesia 
merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi kekayaan 

Carunia Mulya Firdausy
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kelautan dan perikanan yang besar. Potensi kekayaan kelautan dan 
perikanan tersebut terbentang seluas 5,8 juta km2 dengan garis pantai 
terpanjang ke empat di dunia sepanjang 95 ribu km serta dikeliling 
lebih dari 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke.1 Indonesia juga 
berada pada posisi strategis di antara dua benua yaitu benua Asia dan 
Australia serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi 
ini bukan hanya menempatkan Indonesia sebagai persimpangan 
lalu lintas  dan poros maritim dunia tetapi juga titik persilangan 
perekonomian dunia dan perdagangan internasional. Potensi kekayaan 
ini menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara terbesar 
dunia dalam produksi perikanan di bawah Cina dan India.

Namun besarnya potensi kekayaan ekonomi kelautan Indonesia, 
dan tingginya harapan menjadi poros maritim dunia tersebut belum 
diikuti dengan upaya strategis dan langkah sinergis, sehingga potensi 
yang ada belum termanfaatkan secara optimal. Potensi perikanan 
tangkap yang diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan 
jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5.007 juta ton atau 80% 
dari MSY (Maximum Sustainable Yield) hingga saat ini kemampuan 
jumlah tangkapannya baru sebatas lebih kurang mencapai 3,5 juta ton 
sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun. Padahal jika seluruh 
potensi perikanan tangkap tersebut dimanfaatkan, diperkirakan 
diperoleh nilai ekonomi sebesar US$15,1 miliar. 

Demikian pula dengan potensi budidaya laut yang terdiri dari 
potensi budidaya ikan, udang, moluska dan budidaya rumput laut 
yang diperkirakan sebesar 46,73 juta ton per tahun maupun potensi 
bioteknologi kelautan untuk mengembangkan industri bioteknologi 
kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan 
pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan. Nilai 

1  “Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN): Masalah Kelautan Jangan Dilihat Sebelah 
Mata”,http://bumn.go.id/perikananindonesia/berita/82/Dewan.Kelautan.
Indonesia.DEKIN.:.Masalah.Kelautan.Jangan.Dilihat.Sebelah.Mata, diakses 10 Sep-
tem ber 2019.

Prolog: Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia:  Quo Vadis?
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ekonomi dari potensi bioteknologi kelautan tersebut diperkirakan 
mencapai US$ 40 miliar. Belum lagi bicara, potensi hutan mangrove, 
terumbu karang sepanjang 17.500 km, serta rawa nipa dan rawa 
pasang surut di sekitar muara delta sungai, dan potensi ekonomi 
pesisir dan seterusnya. Kesemuanya merupakan lingkungan bagi 
biota laut dengan standing crop populasi ikan yang tinggi serta tempat 
habitat fauna, yang berkembang ke jurusan laut dan darat, yang 
merupakan sumber bahan pangan, minuman, bahan bangunan, energi 
dan lain-lain. 

Jika seluruh potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia 
tersebut dimanfaatkan secara optimal diperkirakan pendapatan yang 
diperoleh bernilai sebesar US1.338 triliun per tahun.  Nilai tersebut 
lima kali lipat nilai APBN 2019 atau 1,3 Produk Domestik Bruto 
(PDB) Nasional saat ini. Selain itu, jika potensi ekonomi kelautan dan 
perikanan tersebut digarap secara serius, akan dapat menciptakan 45 
juta lapangan kerja atau 40 persen dari total Angkatan kerja Indonesia. 

Sampai dengan tahun 2019, sektor kelautan hanya mampu 
menyumbang di bawah 30 persen PDB.  Bahkan sektor perikanan 
hanya menyumbang 3 persen. Sementara Jepang, Korea Selatan dan 
Tiongkok   yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang relatif 
kecil, kontribusinya mampu mencapai 48,5 persen PDB. Bahkan 
Vietnam 57,63 persen dan sebagian negara Eropa mencapai 60 persen 
dari PDB.2 

Membaca data dan fakta di atas, selain persoalan yang 
menyangkut beragam tantangan, kendala dan keterbatasan serta 
permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi kekayaan 
kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi nasional, pilihan 
kebijakan yang ditetapkan diyakini atau paling tidak berkontribusi 
terhadap rendahnya capaian kontribusi ekonomi kelautan dan 
perikanan pada pembangunan ekonomi nasional selama ini.  Oleh 

2  “Di Laut Kita Kaya”, https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/
ekonomi/di-laut-kita-kaya, diakses 20 September 2019.

Carunia Mulya Firdausy
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karena itu, perbaikan untuk mengkinikan (updating) kebijakan 
ekonomi kelautan dan perikanan tidak dapat dihindari. Apalagi 
Indonesia memiliki semangat dan mimpi untuk menjadi 5 besar negara 
maju di dunia dengan PDB sebesar US$ 7 triliun atau pendapatan 
per kapita sebesar Rp 320 juta/per kapita per tahun atau Rp27 juta 
per kapita per bulan dengan kemiskinan mendekati nol persen pada 
tahun 2045. Semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan 
mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus 
disertai kerja-kerja bangsa yang produktif sebagaimana diungkapkan 
oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya pada sidang Paripurna MPR 
RI dalam rangka Pelantikannya sebagai Presiden RI terpilih 2019-
2024. Catatan-catatan inilah yang menjadi latar belakang pentingnya 
pembahasan menyangkut kebijakan pembangunan kelautan dan 
perikanan ditulis dalam buku ini. 

III. Sistimatikan dan Uraian Isi Buku

 Buku ini terdiri dari 7 Bagian. Sistimatika isi buku diawali 
dengan pengantar latar belakang singnifikannya pembahasan terkait 
perbaikan untuk mengkinikan (updating) kebijakan pembangunan 
kelautan dan perikanan di Indonesia (Bagian 1). Seperti diungkapkan 
di atas, perbaikan untuk mengkinikan kebijakan pembangunan 
kelautan dan perikanan bukan hanya terbatas karena alasan belum 
optimalnya capaian kebijakan yang ditetapkan dalam pencapaian 
tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang diharapkan 
selama ini, melainkan juga karena kondisi eksternal dan internal yang 
mendukung berhasilnya kebijakan tersebut semakin tidak menentu, 
berisiko, dinamis, dan kompleks. Dengan demikian mutlak diperlukan 
perbaikan (improvement) dalam kebijakan pembangunan kelautan 
dan perikanan kini dan ke depan.

Prolog: Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia:  Quo Vadis?
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 Namun perlu dicatat dalam mengungkapkan usulan perbaikan 
(improvement) kebijakan-kebijakan tersebut, pembahasan buku ini 
lebih menitik beratkan pada permasalahan aktual yang membutuhkan 
perhatian saja. Artinya, pembahasan detail terkait kebijakan untuk 
memecahkan persoalan hilir, hulu serta kombinasi keduanya maupun 
dalam proses pelaksanaan dan output yang dihasilkan dari kebijakan-
kebijakan selama ini tidak diungkapkan dalam buku ini. 

 Bagian 2 memulai penjelasan bahwa pemerintah telah memiliki 
kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara optimal dan lestari. 
Bahkan kebijakan ini telah dilengkapi dengan program maupun 
kegiatannya. Kebijakan kelautan tersebut telah diundangkan dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bahkan rencana 
aksi dari undang-undang ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden 
No. 16 tahun 2017. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 
dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu: (1) 
Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri 
Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan 
Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan 
dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.  Selain itu, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan juga sudah mengeluarkan kebijakan dalam 
bentuk peraturan larangan penggunaan cantrang yang diatur dalam 
Peraturan Menteri No. 02/PERMEN-KP/2015 tentang Pelarangan 
Penggunaan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Net). 

Dari uraian kebijakan-kebijakan tersebut, kemudian diuraikan 
masalah dan implikasi serta dampak positif dan negatif dari kebijakan 
tersebut baik dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri maupun 
terhadap nelayan. Akhirnya, solusi agar kebijakan yang telah ditetapkan 
dan dilakukan dapat berjalan optimal diberikan pada bagian penutup 
bagian ini.

Bagian 3 mendiskusikan tentang pentingnya redesain dan 
revitalisasi pembangunan ekonomi kelautan. Dalam bagian ini 
argumen utama yang mendasari pentingnya redesain dan revitalisasi 
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kebijakan pembangunan ekonomi yakni karena besarnya potensi 
ekonomi kelautan dan tingginya harapan Indonesia menjadi poros 
maritim dunia, namun belum diikuti dengan upaya strategis dan 
langkah sinergis. Akibatnya, potensi yang ada belum termanfaatkan 
secara maksimal. Juga diungkapkan bahwa kebijakan dan program 
yang dijalankan baru sebatas upaya mewujudkan keamanan dan 
kedaulatan yang belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, upaya 
mengatasi akar masalah pembangunan ekonomi dan konservasi 
sumber daya kelautan, seharusnya dapat lebih dioptimalkan. Perhatian 
terhadap kebijakan juga perlu diberikan dalam kaitannya dengan 
pembangunan kawasan di sekitar pelabuhan yang belum sepenuhnya 
tergali dan termanfaatkan potensi ekonominya maupun perdagangan 
antar pulau maupun antarwilayah serta pembangunan tol laut yang 
belum diikuti dengan penyebaran industri dan penguatan aktivitas 
ekonominya. 

Singkatnya, Bagian 3 ini dimaksudkan untuk mengkaji 
lebih dalam bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk 
meredesain kebijakan pengembangan potensi kelautan sebagai basis 
perekonomian nasional. Bagaimana menghadirkan pembangunan 
ekonomi kelautan sehingga upaya menjadikan Indonesia sebagai 
poros maritim dunia dapat terwujud. Pembahasan dalam bagian 
ini dimulai dari bagaimana membangun konsepsi tentang ekonomi 
kelautan, kemudian diikuti pengungkapan perkembangan kebijakan 
dan penerimaan ekonomi kelautan, termasuk pembangunan sumber 
daya manusia ekonomi kelautan dan permasalahan yang berkembang. 
Dengan begitu, redesain pembangunan ekonomi kelautan dapat lebih 
komprehensif dihadirkan.

 Kemudian Bagian 4 mendiskusikan permasalahan ekonomi 
nelayan dan upaya pemberdayaannya.  Latar belakang pentingnya 
pembahasan hal ini karena adanya fakta dan data bahwa meskipun 
secara makro ekonomi terjadi peningkatan volume produksi, nilai 
ekspor, dan sumbangan bidang kelautan terhadap PDB, namun 
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kondisi sebagian besar (sekitar 70 persen) nelayan, pembudidaya ikan 
dan masyarakat pesisir masih terjebak dalam kemiskinan. Dengan 
kata lain, pembangunan kelautan menghasilkan ekonomi dualistik, 
sebagian masyarakat bahari masih miskin dan hanya sebagian kecil 
yang makmur. Berbagai peraturan perundangan di sektor kelautan 
telah dibuat pemerintah, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 
tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Kelautan Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat 
permasalahan di sektor kelautan Indonesia antara lain rendahnya 
tingkat kesejahteraan nelayan. Atas dasar inilah dilakukan analisis dan 
evaluasi atas kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia. 

 Bagian 5 menguraikan dan membahas tentang kebijakan 
pemberantasan Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU) di 
Indonesia. Seperti bagian-bagian sebelumnya diungkapkan bahwa 
praktek IUU fishing diakibatkan oleh melimpahnya ikan-ikan yang ada 
di perairan Indonesia. Ikan-ikan yang berada di Indonesia semestinya 
memberikan kuntungan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Namun 
disayangkan bahwa banyak ikan yang dicuri oleh negara-negara lain. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penting didiskusikan bagaimana 
peran pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut sehingga 
diharapkan ke depannya kegiatan illegal fishing dapat diminimalisasi. 

 Bagian 6 mengangkat pentingnya konsep Ekonomi Biru sebagai 
alternatif kebijakan ekonomi kelautan di Indonesia. Argumentasi 
pentingnya konsep Ekonomi Biru ini didasarkan pada alasan bahwa 
Ekonomi Hijau, termasuk di dalamnya Ekonomi Sirkular, yang 
diharapkan mampu meningkatkan PDB, namun pada kenyataannya 
konsep tersebut sulit untuk diterapkan secara masif dikarenakan 
adanya kebutuhan penggunaan teknologi modern yang membutuhkan 
biaya tinggi dan permasalahan sosial-ekonomi lainnya. Oleh karena 
itu, Ekonomi Biru menjadi salah satu upaya yang dapat dikembangkan 
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Apalagi konsep Ekonomi 
Biru ini menitikberatkan pada dua aspek yaitu keberlanjutan 
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(sustainability) dan pelibatan masyarakat (inclusiveness). Dengan 
demikian, konsep Ekonomi Biru dapat melibatkan banyak usaha 
kecil sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan 
pendapatan nelayan/petani ikan, membuka lapangan kerja dan 
selanjutnya dapat menggerakkan perekonomian nasional.

 Dari uraian dan pembahasan enam bagian di atas, akhirnya 
diberikan kesimpulan dan catatan penting yang perlu diperhatikan 
dalam perbaikan dalam kebijakan pembangunan kelautan dan 
perikanan terkait topik-topik tersebut dalam Bagian 7. Catatan-
catatan kesimpulan dan masukan tersebut diharapkan dapat menjadi 
perhatian pembuat dan perencana kebijakan pembangunan kelautan 
dan perikanan kini dan ke depan. Hal ini bukan saja karena berbagai 
pikiran yang diungkapkan dan dianalisis di masing-masing bagian 
didasarkan pada pikiran dan konsep semata, tetapi juga karena atas 
dasar temuan empirik penelitian lapangan Provinsi Banten, Jawa 
Tengah  dan Jawa Barat serta kajian studi yang diungkapkan dalam 
literatur maupun sumber web-search lainnya.

Prolog: Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia:  Quo Vadis?
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I. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional kini 
dan ke depan perlu diperbaiki untuk disesuaikan dengan kekinian 
permasalahan dan dinamika serta ketidaktentuan perkembangan 
ekonomi global dan nasional saat ini dan mendatang. Berbagai 
penyesuaian kebijakan dimaksud tidak hanya tekait dengan kebijakan 
menyangkut persoalan hulu dan hilir dalam pembangunan kelautan 
dan perikanan saja, tetapi juga menyangkut kombinasi keduanya dan 
bahkan juga dapat disesuaikan dengan output, impact  dan performance  
yang diharapkan dari kebijakan-kebijkan tersebut dalam berkontribusi 
pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

 Besarnya potensi kekayaan kelautan dan perikanan yang 
sampai saat ini pemanfaatannya masih terbatas dan belum optimal 
di satu pihak dan  kondisi kehidupan nelayan dan petani ikan yang 
belum sejahtera di lain pihak perlu mendapat perhatian utama 
dalam penyesuaian kebijakan-kebijakan pembangunan kelautan dan 
perikanan kini dan ke depan.  Kebijakan-kebijakan tersebut juga harus 
memperhatikan kelestarian sumber daya agar keuntungan ekonomi 
yang diperoleh saat ini tidak merugikan kehidupan masyarakat 
dimasa datang.  Berikut ini diberikan catatan kesimpulan dan masukan 
perbaikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dari 
masing-masing bab.

II.  Kebijakan Kelautan dan Masyarakat 
Nelayan 

Pelaksanaan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia 
tentu tak luput dari berbagai permasalahan yang timbul. Beberapa 
permasalahan tersebut antara lain: keterbatasan SDM, menurunnya 
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jumlah nelayan, overfishing, praktik-praktik illegal, Unregulated and 
Unreported (IUU) Fishing,  baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) 
maupun oleh kapal perikanan asing (KIA)  sehingga menyebabkan 
kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, berbagai kebijakan 
telah dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian 
kelautan Indonesia, seperti melalui  moratorium perizinan bagi kapal 
asing untuk memiliki izin di Indonesia, penenggelaman kapal illegal, 
pelarangan bongkar muat kapal di laut, larangan penggunaan alat 
tangkap yang merusak lingkungan, memberikan bantuan kapal ikan, 
sampai pemberian premi asuransi bagi nelayan, perlu dievaluasi 
kembali kemanfaatannya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas dan  kesejahteraan masyarakat nelayan. Kebijakan  
seperti pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, misalnya, perlu 
dipikirkan kembali karena dianggap tidak mendukung peningkatan 
kesejahteraan nelayan.

Permasalahan penguatan kelembagaan di bidang kelautan 
masih belum menunjukkan adanya sinergi antara pusat dan daerah. 
Beban kerja dengan sumber daya manusia yang mendapat tugas 
untuk melakukan pengelolaan sumber daya laut ini menjadi terlalu 
berat seiring dengan banyaknya perubahan atau penguatan kebijakan 
kelautan ini. Pemerintah juga harus dapat menetapkan kebijakan 
dalam penerapan zona larangan penangkapan ikan agar nelayan 
dapat dengan mudah melakukan penangkapan ikan sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, hal utama yang 
perlu pemerintah lakukan adalah melakukan peninjauan ulang atas 
beberapa kebijakan kelauatan yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat nelayan. 

 Sinkronisasi kebijakan juga perlu dilakukan pemerintah, baik 
antar pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dengan 
daerah dan swasta, dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi 
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kelautan Indonesia. Sinergi juga diperlukan antar kementerian dan 
lembaga dalam menetapkan kebijakan sehingga permasalahan 
yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kelautan di 
Indonesia dapat segera terselesaikan.

III.  Redesain Pembangunan Ekonomi 
Kelaut an

Perhatian pembangunan ekonomi kini dan ke depan sudah 
waktunya diarahkan secara serius pada pemanfaatan sumber daya 
kelautan dan perikanan.  Hal ini karena sumber daya kelautan 
dan perikanan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam 
pembangunan perekonomian nasional. Namun pembangunan 
tersebut tidak boleh mengabaikan pengelolaan berbasis ekosistem. 
Pembangunan tersebut juga harus ditujukan untuk peningkatan dan 
penguatan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan dan 
perikanan serta membangkitkan wawasan, budaya bahari dan kekuatan 
pertahanan kedaulatan sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa 
penguasaan laut sangat menentukan kekuatan pertahanan dan 
keamanan suatu negara (who command the sea, command the world).

Upaya redesain dan revitalisasi pembangunan ekonomi 
kelautan perlu difokuskan pada pembangunan ekonomi kelautan 
dalam aspek regulasi, ketatalaksanaan, kelembagaan, infrastruktur, 
SDM maritim dan pembiayaan. Melalui kekuatan penganggaran, 
penguasaan sumber daya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta peningkatan patroli keamanan maka pengelolaan 
potensi laut dan pengamanan wilayah perairan dapat dilaksanakan 
secara efektif, efisien dan berhasil guna menuju Indonesia sebagai 
poros maritim dunia.

Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Mendatang: Beberapa Pemikiran
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Indonesia sebagai poros maritim hanya akan tercapai jika semua 
elemen bangsa dapat bekerja sama menyelamatkan sektor kelautan 
dan membangun potensi maritim. Upaya tersebut harus dilakukan 
simultan dalam berbagai aspek baik tataran kebijakan maupun 
implementasi, serta melibatkan pemerintah pusat dan daerah secara 
intensif. Mulai dari memilih prioritas area perbaikan, pembangunan 
dan pengembangan yang lebih tepat. Apabila pemerintah mampu 
mendayagunakan potensi ekonomi kelautan, maka sektor ini tidak 
hanya mampu mengeluarkan bangsa dari persoalan utang luar negeri, 
kemiskinan dan pengangguran, juga dapat menghantarkan Indonesia 
menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, dan bermartabat

IV.   Permasalahan Ekonomi Nelayan dan 
Upaya Pemberdayaannya

Nelayan masih merupakan kelompok masyarakat yang 
memiliki kesejateraan rendah. Dengan demikian sektor kelautan dan 
perikanan dapat menjadi tumpuan sumber kehidupan mereka disatu 
sisi dan peningkatan sumber penerimaan perekonomian daerah dan 
nasional di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai peluang 
dan tantangan yang ada harus dapat disikapi dan dimanfaatkan secara 
nyata, optimal, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kesejateraan 
nelayan ini dapat dilakukan melalui perbaikan kebijakan dan program 
penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan usaha agribisnis perikanan 
tawar, laut dan payau.  Kebijakan ini mutlak diperlukan karena lebih 
dari dua pertiga bagian Indonesia adalah wilayah perairan, sehingga 
memungkinkan untuk dapat memanfaatkan sumber daya kelautan 
dan perikanan bagi pembangunan ekonomi nasional.  

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan  
nelayan salah satunya dapat dilakukan dengan mengurangi dan 
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bahkan menghilangkan kendala yang dihadapi nelayan dalam 
kegiatan usahanya. Kendala dimaksud yakni antara lain meliputi 
terbatasnya akses permodalan, pengetahuan dan keterampilan 
dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong produktivitas dan 
meningkatkan hasil tangkapan ikan. Dari berbagai kebijakan yang 
perlu dilakukan kebijakan peningkatan fasilitas akses permodalan 
serta keterampilan nelayan dan keluarganya merupakan salah 
satu kebijakan yang mutlak diperlukan. Dengan adanya kebijakan 
peningkatan permodalan dan keterampilan, nelayan dapat diharap-
kan mampu meningkatkan kapasitas usahanya secara lebih efektif 
dan efisien. Dengan demikian, pendapatan keluarga nelayan akan 
meningkat sehingga kebutuhan dasar nelayan beserta anggota 
keluarga, khususnya pendidikan anak dan kesehatan seluruh anggota 
keluarga dapat terpenuhi.

V.  Kebijakan Pemberantasan Illegal, 
Unreported, Unregulated (IUU) Fishing 

 Kebijakan pemberantasan Illegal, unreported, unregulated 
(IUU) fishing perlu terus dilanjutkan walaupun diakui kebijakan 
seperti ini dipastikan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.  
oleh karena itu, sebelum kebijakan pemerintah seperti ini dikeluarkan,  
maka pengakajian secara empiric terkait  sisi positif dan negatif dari  
kebijakan seperti ini mutlak perlu dilakukan.

Dalam mengatasi illegal fishing, strategi yang dapat dilakukan 
yakni melalui  strategi ke dalam dan ke luar. Strategi ke dalam 
di antaranya penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan 
perikanan tangkap, penegakan hukum di laut, pembenahan sistem 
hukum dan peradilan perikanan, dan pembenahan armada perikanan 
tangkap nasional. Strategi ke luar di antaranya meminta negara lain 
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untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara 
ilegal di perairan Indonesia dan bergabungnya Indonesia ke dalam 
organisasi perikanan internasional. Demikian pula, yang tidak boleh 
dikesampingkan yakni harmonisasi antara pemerintah dengan para 
stakeholdernya. Hal ini agar dukungan dan kerja sama pemrintah 
dengan stakeholders dalam mengatasi IUU fishing dapat berjalan efektif  
dan memberikan keuntungan dalam upaya peningkatan pertumbuhan 
ekonomi nasional berkualitas dan berkelanjutan.

VI. Ekonomi Biru Sebagai Alternatif 
Kebijakan Ekonomi Kelautan 

Konsep ekonomi biru dapat menjadi alternatif dalam 
pembangunan kelautan dan perikanan kini dan ke depan. Hal ini 
antara lain karena konsep ekonomi biru mengedepankan aspek 
berkelanjutan dan inovasi dalam skala kecil dengan pelibatan langsung 
masyarakat. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut memungkinkan 
pembukaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi dalam skala 
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Diakui, pemerintah telah mulai mengimplementasikan konsep 
kebijakan tersebut, di antaranya adalah dengan penerapan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian diperkuat 
dengan berbagai peratauran di bawahnya. Indonesia juga telah aktif 
terlibat dalam forum ekonomi keberlanjutan di dunia internasional. 
Selanjutnya agar  konsep ini dapat lebih diserap masyarakat secara 
luas, pelibatan masyarakat secara langsung menjadi salah satu kunci 
keberhasilan dalam menerapkan konsep tersebut.

Tentu masih banyak lagi kebijakan-kebijakan kelautan dan 
perikanan yang perlu mendapat perbaikan dan penyesuaian terhadap 
kondisi dinamis, ketidakpastian dan risiko yang terjadi belakangan  ini. 
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Satu hal yang harus dicatat bahwa apapun kebijakan pembangunan 
kelautan dan perikanan yang akan ditetapkan dan dilakukan ke 
depan, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas 
dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan mutlak harus 
diperhatikan. Jika tidak, keinginan Indonesia untuk keluar dari jebakan 
pendapatan kelas menengah dan menjadi negara 5 besar maju di dunia 
pada tahun 2045 merupakan mimpi belaka. 
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